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BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 

NOMOR 11 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN ASET DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang:         a. bahwa Aset Desa merupakan 

salah satu unsur penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa, yang perlu dikelola secara 

tertib untuk mencapai 

pengelolaan Aset Desa yang 

berdayaguna dan berhasilguna; 
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b. bahwa pengelolaan Aset Desa 

dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup 

masyarakat desa serta 

meningkatkan pendapatan Desa; 

 

c. bahwa berdasarkan Pasal 115 

huruf g Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, dalam 

rangka pembinaan dan 

pengawasan kepada 

pemerintahan desa, Pemerintah 

Daerah mengawasi pengelolaan 

keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa; 

 

d. bahwa berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b dan 

huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Aset Desa; 
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Mengingat:            1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita 

Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah 

Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 


